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ABSTRAK

Jaminan kesehatan yang menjadi salah satu hak buruh merupakan salah satu
program dari Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hak kesehatan buruh yang
dimaksud pada penelitian ini adalah hak atas upaya kesehatan ditujukan untuk melindungi
buruh agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang
diakibatkan oleh pekerjaan maupun bukan oleh pekerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui bagaimana pengaturan tentang hak kesehatan buruh yang berlaku saat ini dan
mengetahui peranan pemerintah dalam mengatur masalah hak kesehatan buruh yang
berkeadilan dalam program JKN. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang
menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menganalisis permasalahan
berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan juga literatur yang membahas
permasalahan yang diajukan. Data bersumber dari peraturan perundangan dan studi
pustaka. Objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan
pustaka.

Pemenuhan hak kesehatan buruh diwujudkan melalui pelaksanaan program JKN
yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Subjek pertanggungannya adalah seluruh
buruh beserta keluarganya dengan sistem iuran berupa persentase dari upah/ gaji. Jika ingin
meningkatkan jumlah anggota keluarga yang ditanggung dan/ atau ingin meningkatkan
perluasan objek pertanggungan, buruh dapat mewujudkannya dengan penambahan iuran.
Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan distributif, dimana seorang buruh akan mendapatkan
haknya atas pelayanan kesehatan sesuai dengan apa yang dia keluarkan.

Pemerintah menjalankan peran imperatif dan peran fakultatif dalam pengaturan hak
kesehatan buruh. Peran imperatif terlihat dari sifat kepesertaan yang wajib bagi setiap buruh.
Peran yang bersifat fakultatif terlihat dari pengaturan sistem kesehatan dan pembiayaan
kesehatan; sistem rujukan; pengadaan sarana, prasarana dan infrastruktur; serta pengadaan
obat. Dengan adanya program JKN menyebabkan terciptanya sistem yang berkeadilan
dimana setiap buruh bertanggung jawab atas dirinya dengan persentase iuran yang relatif
sama. Peranan pemerintah ini membuat hak kesehatan buruh menjadi lebih merata sehingga
diharapkan tercapai keadilan dalam pemenuhan hak kesehatan buruh dalam program JKN.

Kata kunci: peranan pemerintah, hak kesehatan buruh, jaminan kesehatan nasional.



ABSTRACT

Health insurance that became one of the labor rights is one of the programs of the
National Health Insurance System (JKN). The labor health right in this study is referred to the
health efforts aimed at protecting workers to live healthy and free from health problems and
adverse effects caused by work or not by work. This study aims to find out how the current
regulation of workers' labor rights and know the role of government in regulating the right
issue of workers' health rights in the JKN program. This research is a descriptive research
using normative juridical approach that is by analyzing the problems based on the prevailing
laws and regulations as well as the literature discussing the problems proposed. The data
comes from legislation and literature study. The object of the study is a document of
legislation and bibliography.

The fulfillment of the right to health of workers is realized through the implementation
of the JKN program organized by BPJS of Health. Subject of coverage is all workers and their
families with the contribution system in the form of percentage of salary. If you want to
increase the number of family members who are covered and/ or want to increase the
extension of the object of coverage, workers can make it happen by the addition of
contributions. This is in accordance with the principle of distributive justice, in which the
workers shall have they right to health care in accordance with what they expend.

The government carries out imperative roles and facultative roles in regulating the
right to health of laborers. The role of the imperative is seen from the characteristic of the
compulsory membership of each worker. Facultative roles are evident from health system
arrangements and health financing; referral system; procurement of facilities, infrastructure
and infrastructure; and the procurement of drugs. The existence of the JKN program led to
the creation of a just system in which every worker is responsible for himself with a relatively
equal percentage of contributions. The roles of this government makes the right of health
workers to be more evenly so that it is expected to achieve justice in fulfilling the right of labor
health in JKN program.

Keywords: role of government, right of labor health, national health insurance.





